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HUMAS - SET DPRD TORAJA UTARA  

HASIL RAPAT KERJA  

KOMISI II DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA 

 

MITRA KERJA :  

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) 

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

(DPMPTSP) 

3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

Agenda: Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Hari/Tanggal: Rabu, 11 Maret 2026 

 

I. PAPARAN OPD  

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: 

 Tantangan: Target PAD dirasa cukup tinggi di tengah kondisi 

ekonomi yang belum stabil.  

 Toraja Utara belum memiliki objek wisata mandiri yang 

sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata merekomendasikan kajian 

mendalam terhadap Buntu Sarira sebagai aset Pemda. 

 Program Desa Wisata, adalah inovasi pembinaan kesadaran 

wisata di tingkat desa yang bekerja sama dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang. Tujuannya adalah 

menciptakan ekosistem pariwisata berbasis masyarakat yang 

berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal. 

 Komitmen maksimal dalam menggali potensi objek wisata 

baru dan memperkuat komunikasi dengan pengelola objek 

wisata. 
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2. Dinas DPMPTSP: 

 Akselerasi Perizinan: Bupati Toraja Utara membentuk Tim 

Koordinasi Perizinan Pembangunan Gedung. Langkah ini 

diambil untuk menyederhanakan dokumen persyaratan, dan 

mempercepat waktu penerbitan izin. 

 Dilaporkan bahwa 70% sektor rumah makan/minum telah 

memiliki izin resmi, yang secara otomatis akan memperkuat 

basis data pajak daerah. 

 Sistem perizinan kini telah bermigrasi sepenuhnya ke basis 

elektronik (online), memudahkan pelaku usaha tanpa harus 

terkendala jarak dan waktu. 

 

3. BAPENDA: 

Menyatakan kesiapan sebagai pengawas dan koordinator yang 

terbuka untuk kolaborasi demi memastikan semua pendapatan 

daerah bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

 

II. CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI DEWAN  

1. Revitalisasi Pariwisata Dunia 

 Infrastruktur Prioritas: Dewan memberikan instruksi agar jalan 

jalur Ke’te’ Kesu – Londa segera dilanjutkan pengerjaannya. 

 Fasilitas Publik: Menekankan pengadaan lampu penerangan 

di area Objek Wisata Lolai demi kenyamanan dan keamanan 

wisatawan yang berkunjung pada waktu subuh atau malam. 

 Digitalisasi dan Branding: Meminta Dinas Pariwisata tidak 

hanya bergantung pada cara konvensional, melainkan masif 

menggunakan platform digital dalam promosi serta segera 

menyusun Calendar of Event yang terintegrasi. 

 Sinergi OPD: Mendorong pembentukan konsep Pasar 

Seni yang terintegrasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Dinas Perindustrian agar produk lokal memiliki wadah 

pemasaran yang representatif. 

 Peningkatan SDM: Menginstruksikan pelatihan profesional 

bagi pengelola objek wisata dengan skema biaya rendah 

(efisiensi anggaran) guna meningkatkan standar layanan 

pariwisata. 
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2. Penguatan Perizinan (DPMPTSP) 

 Admin Kecamatan: Dewan mengusulkan penempatan 

minimal satu admin terlatih di setiap kantor kecamatan 

sebagai perpanjangan tangan PTSP. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat di pelosok mendapatkan kemudahan akses 

informasi dan pengurusan izin tanpa harus ke pusat kota. 

 Sosialisasi Masif: Mengingatkan bahwa izin usaha bukan 

sekadar beban administrasi, melainkan perlindungan bagi 

pengusaha. Sosialisasi harus dilakukan secara persuasif 

untuk membangun kesadaran kolektif. 

 

III. KESIMPULAN  

 Evaluasi Target: Mengenai target PAD yang dirasa berat, 

akan ditinjau kembali secara objektif pada 

pembahasan APBD Perubahan. Namun OPD harus 

menunjukkan kinerja maksimal terlebih dahulu di sisa 

semester ini 

 Eksekusi Nyata: Komisi II menekankan bahwa seluruh inovasi 

dan rencana yang dipaparkan harus segera dieksekusi 

dengan tanggung jawab. 

 Sinergi: Keberhasilan PAD adalah hasil kerja bersama 

(kolaboratif) demi kepentingan masyarakat Toraja Utara 
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